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Pembangunan Gedung Rawat Inap Baru  

Rumah Sakit Andi Abdurrahman Mendekati 100% 

 

Banjarmasin.tribunnews.com 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Andi Abdurrahman Noor, Kabupaten Tanah Bumbu 

akan memungsikan bangunan rawat inap baru yang dikhususkan untuk pasien kelas III pada awal 

2020 mendatang. 

Gedung berlantai dua dipastikan rampung 100 persen sebelum akhir Desember ini, minggu 

lalu progres pembangunan sudah mencapai 90,24 persen.  

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Afriza Noorachman ditemui di lokasi kegiatan, 

melihat kemajuan fisik pembangunan dipastikan gedung rawat inap kelas III selesai tepat waktu. 

Menurut Afriza, bangunan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 13,5 miliar, 

tinggal dilakukan perlengkapan sarana prasarana pendukung. Ia berharap masyarakat Tanahbumbu 

bangga memiliki rumah sakit yang dilengkapi ruang inap refresentatif, terlebih bagi pasien kelas III, 

sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit yang lain. 

 

Sumber Berita: 

banjarmasin.tribunnews.com, Pembangunan Gedung Rawat Inap Baru RS Andi Abdurrahman 

Mendekati 100 Persen (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/pembangunan-

gedung-rawat-inap-baru-rs-andi-abdurrahman-mendekati-100-persen), Selasa, 10 Desember 

2019. 

redkal.com, Awal 2020, RSUD Andi Abdurrahman Noor Fungsikan Bangsal Baru  

(https://redkal.com/awal-2020-rsud-andi-abadurrahman-noor-fungsikan-bangsal-baru/), Senin, 25 

November 2019. 
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https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/10/pembangunan-gedung-rawat-inap-baru-rs-andi-abdurrahman-mendekati-100-persen
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Catatan Berita: 

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana 

Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). 

Dasar Hukum  

Peraturan yang mengatur tentang DAK yaitu: 

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; dan 

2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

Mekanisme Pengalokasian DAK 

Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 

bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan 

ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. 

Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada 

Menteri Keuangan. 

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu: 

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari 

penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD; 

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan 

3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan 

kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. 

Penghitungan DAK 

Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan 

alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu: 

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 

2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. 

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan 

kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan 

perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

• Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari 

penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan 

keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi krietria umum 

merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Perimbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Perimbangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umum
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• Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui 

indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait. 

• Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari 

DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis 

menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan. 

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan 

dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada 

daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi 

prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat 

memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 

Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK 

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan 

alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk 

Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. 

Penganggaran di Daerah 

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. 

Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak 

dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, 

pelatihan, dan perjalanan dinas. 

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 

10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk 

mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak 

diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping. 

Penyaluran DAK  

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas 

Umum Daerah. 

Pelaporan 

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan 

penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. 

Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang 

bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan 

dimaksud. 

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran 

kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam 

Negeri. 
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Pemantauan dan Evaluasi 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari 

DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan 

pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(sumber: https://id.wikipedia.org, diakses tanggal 11 Desember 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


